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Segel Rumah
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Dinas Bappeda

B Pemprov Gencar Tertibkan Aset

Semuanya mau kita ambil alih tidak ada

operasional untuk rumah dinas dan yang

berhak mempunyai rumah dinas adalah
gubernur, wakil gubernur, dan sekda

PONTIANAK, TRIBUN - Pe-
merintah provinsi Kaliman-

tan Barat menyegel rumah -

dinas mantan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kalbar
tahun 2007 di J1 Pang Se-
mangai, Rabu (2/10). Pe-
nyegelan itu dilakukan oleh
tim Bapppeda dan Satpol
PP Povinsi Kalbar. Tim yang
bergerak melakukan penye-
gelan adalah dari Biro Aset
Pemerintahan Provinsi Kal-
bar, Polda Kalbar, Satpol PP
Provinsi Kalbar.

Kepala Biro Pengelolaan

Aset Kalbar, Linda Purnama
Linda Purnama, Karo Penge-
lolaan Aset Setda Pemprov
Kalbar mengatakan, sejak
selesai masa jabatan tahun
2009 ‘mantan Kepala Bap-
peda belum juga mengem-
balikan aset. Sebelumnya,
pemprov telah mengirimkan
surat dan berkomunikasi
langsung dengan mantan
Kepala Bappeda bersang-
kutan. :

“Beliau dengan jelas me-
nujukan SK sebagai rumah
dinas jabatan Bapedda ta-
hun 2007. Sangat tegas di-
sana dinyatakan ketika yang
bersangkutan sudah tidak
menjabat, maka dia harus
menyerahkan kunci kepada
gubernur melalui Biro Per-
lengkapan, paling lambat 90
hari setelah selesai masa ja-
batan. Kami sudah menyu-
rati berkali-kali tetapi belum
direspon sehingga kita me-

yang lain tidak

H Sutarmidji
Gubemnur Kalimantan Barat

lakukan ini (penyegelan),”
kata Linda.

Linda mengatakan, Kepa-
la Bappeda yang menjabat
saat inl tinggal di rumah
pribadinya. “Karena ini ada-
lah rumah dinas jabatan ke-
pala Bappeda, apakah nanti
‘akan digunakan sebagai ru-
mah dinas jabatan, itu ter-
gantung dari Pak Gubernur
sebagai penguasa barang
milik daerah,” paparnya.

Linda menerangkan, pada
tahun 2019, Biro Pengelola-
an Aset Provinsi Kalimantan
Barat telah menyelamatkan
tujuh rumah dari belasan
rumah dinas. Baik dari hasil
temuan BPK maupun hasil
target dari program kerja
Pengelolaan Aset Kalbar.

“Rumah yang akan dise-
gel ada belasan namun yang
menjadi target yaitu rumah
jabatan. Saat ini sudah ada
tujuh yang sudah inkrah
dan sisanya akan diselesai-

kan di tahun 2020,” tu-
turnya.

Dikatakan Linda, kali
ini penertiban aset ba-
ngunan milik Bappeda
Provinsi Kalbar dan ren-
cana dua pekan ke depan
akan menyasar rumah ja-
batan Nakertrans di Jalan |
Sudarso. Terkait penyegel-
an rumah milik Bappeda,
ternyata masih di tempati
namun mantan pejabat ini
masih menyimpan kunci
rumah tersebut tapi tidak
berada di Kalbar.

“Beliau sedang di Jakarta
tapi tadi ada yang menjaga
rumah tersebut. Kami sudah
minta paling lambat tanggal
1 menyerahkan kunci tapi
beliau masih ingin mem-
pertahankan. Alasannya
karena tidak ada keadilan,
karena ada beberapa man-
tan kadis yang juga masih

M Bersambung ke hal. 11
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Dasar Penyegelen

@ Surat Perintah Gubernur Kalbar
No.800/3147/PA-C tanggal 1 Oktober
2019 - Penertiban aset milik Pemprov .
Kalbar yang tercatat di Bappeda Kalbar

® Penegakan Perda dan Perkada

Sasaran
@ Satu unit rumah dinas Kepala Bappeda
Kalbar di Jalan Pang Semangai No-38
Pontianak yang masih didiami Mantan
Kepala Bappeda Kalbar, Fathan A Rasyid

TRIBUN PONTIANAK/
- ANGGITA PUTRI

* ASET - Tim Biro Aset
Pemerintahan Provinsi
Kalbar melaksanaan
penyegelan dalam
kegiatan penertiban
aset bangunan milik
Bappeda Kalbar, di
Jalan. Pang Semangai
No 38 Pontianak,
Rabu (2/10).

Aksi Penyegelan

1 Rabu (2/10) pukul 08.00 WIB, seusai apel
gabungan di halaman Kantor Satpol PP Provinsi
Kalbar, tim Mulai bergerak menuju rumah
mantan Kepala Bappeda

2. Saat penertlban aman terkendall
penghuni rumah tidak ada di tempat. Pada saat
tim membuka pintu rumah tersebut, terdapat
eherapa perabotan rumah yang masih layak
pakai sehingga ditata di salah satu kamar
kemudian didata dan dicatat kedalam aset
daerah. Keterangan RT setempat, rumah (Rlvavemsotei T MR 5
tersebut dihuni petugas kebersihan yang Kepala Inspektorat Provinsi Kalbar . =
ditugaskan Bapak Fathan untuk menjaga dan Kepala Biro Asset Provinsi Kalbar dan St
memelihara. Rumah tersebut sesekali didatangi Pwka B d P Kalba
Bapak Fathan datang untuk melihat keadaan deleh appe 2 fovinsi Kalba

Staf Ka Biro Hu

(diwakili 2 Kabid)
' k"zaéijkbrwas'PPN§ \
Polda Kalbar
Anggota dar
Kota Pontianak
berjumlah 7 orang

Anggota Satpol PP Provinsi. Kalbar -
berjumlah 27 orang

3. Setelah dilakukan penandatanganan
berita acara serah kepada Biro Aset Provinsi
Kalbar dan mengganti kunci pintu.rumah -
tersebut dengan yang baru. Penyegelan
disaksikan Ketua RT/RW setempat. Dilanjutkan
dengan Apel Rekon5|haS|

Sumber Kepala Blro Pengelolaan Aset Kalbar . GRAFIK: ENRO
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Segel Rumah Dinas Bappeda

menempati rumah dinas. Ke
depan itu akan diperlaku-
kan sama,” terangnya.

Pada tahun 2019, Linda
mengakui terdapat tujuh
“fUiftal yang diproses dan
ketika aset tersebut sudah
kembali ke pemprov akan
disesuaikan dengan tata
kelola dan akan dikem-
balikan kepada pengguna
barang atau pejabat yang
saat ini menjabat, apakah
mau ditempati lagi sebagai
rumah jabatan. “Tapi itu
juga tergantung Guber-
nur apakah mau diguna-
kan lagi atau bagaimana,”
ujarnya.

Linda menjelaskan, un-
tuk status kedua rumah
ini kurang lebih sama
meski untuk rumah yang
hari ini disegel merupakan
rumah yang tidak diperka-
rakan di.pengadilan tapi
hasil temuan BPK, dan
yang harus segera di tin-
dak lanjuti.

Sebelum menyegel, dia-
kuinya untuk rumah yang
berada di Jalan Soedarso
termasuk dari dinas terka-
it sudah memberikan surat
peringatan untuk mengem-
balikan kunci rumah.

“Kami sudah menyurati
dan protapnya sudah se-
kian- kali kami lakukan,
dan beliau minta waktu
enam bulan untuk memin-

dahkan barang ke rumah

-pribadi sambil merehap

rumah pribadinya. Tapi
ketika jangka waktu yang
disepakati berlaku, beli-
au malah memPTUN-kan
kami. Kemudian diproses
di pengadilan dan seka-
rang sudah inkrah dan
sudah di menangkan oleh
pihak pemprov tinggal ek-
sekusi saja,” paparnya.

Hingga saat ini, dijelas-
kannya meski telah disura-
ti dan diinformasikan hasil
pengadilan telah inkrah,
mantan Kadis Nakertrans
yang menjabat sekitar se-
puluh tahun lalu itu masih
menempati rumah terse-
but. 3

“Putusan ini juga sudah
di informasikan kepada pi-
hak yang menempati rumah
dinas dan beliau sudah tau
karena putusannya juga su-
dah keluar,” jelasnya.

Sebelumnya, Linda me-
nambahkan pihaknya juga
telah melakukan penyegelan
rumah dinas di Kota Sing-
kawang pada Agustus lalu
yaitu juga rumah jabatan
Nakertrans.

“Itu juga diperkarakan di
pengadilan dan inkrah juga
termasuk yang ada di Karvin
dengan total ada empat ru-
mah,” tegasnya.

Ia mengatakan sejauh ini
keadaan rumah pejabat un-

tuk dewan yang di Karvin ini :

sudah tidak layak lagi untuk
ditempati tapi dikerjasama-
kan pihak ketiga dari segi
pemanfaatan aset supaya
lebih punya nilai untuk pen-
dapatan asli daerah.

Linda menambahkan da-
lam keputusan Gubernur
dalam penunjukan peman-
faatan rumah itu sebagai
rumah jabatan kepala Bap-
peda terdapat 1 SK yang
menunjukkan bahwa ketika
tidak lagi menjabat sebagai
Kepala Bappeda, paling lam-
bat 90 hari sudah mengo-
songkan rumah dan menye-
rahkan kunci rumah kepada
Pemprov Kalbar.

“Kita siap kapan beliau
siap, dan Bappeda akan me-
nyurati beliau untuk berko-
ordinasi untuk pemindahan
barang,” ujarnya.

Ganti Operasional

Sementara itu, Gubernur
Kalbar, Midji mengatakan
rumah yang disegel terse-
but jelas rumah dinas milik
pemerintah provinsi Kalbar,
tapi sudah ada yang dikua-
sai oleh pihak ketiga melalui
orang yang menempati ru-
mah tersebut.

' “Kita mau tertibkan sesuai
dengan saran KPK agar ber-
manfaat untuk pembangun-
an bukan dimanfaatkan oleh
perseorangan . Inilah yang
menjadi kelemahan Kkita,”

Sambungan Hal.9

ujarnya. _
Ke depan, Gubernur Kal-
bar akan mempertimbang-
kan untuk tidak ada lagi
rumah dinas bagi kepala
dinas. “Semuarnya mau Kita
ambil alih tidak ada opera-
sional untuk rumah dinas
dan yang berhak mempu-
nyai rumah dinas adalah
gubernur, wakil gubernur,
dan Sekda yang lain tidak,”
ujarnya. !
Sama halnya dengan
mobil dinas. Ia katakan
kedepan tidak ada lagi
mobil dinas dan ia akan
memberikan tambahan
biaya transportasi antara
Rp 6 juta sampai Rp 7 juta
perbulan agar lebih efektif
dan efisien. !
“Supaya tidak repot lagi
bawa sana sini, nanti ribut
lagi. Sekarang sudah ada
yang disegel nanti bisa
nambah biaya lagi untuk
mengurusnya,” ujarnya.
la menambahkan semua
pihak semestinya sudah
tahu kalau rumah dinas
saat ini tidak bisa di Dum.
“Saya tidak tau jumlah
asetnya berapa tapi cu-
kup banyak. Kalau tidak
dimanfaatkan apa lagi di
tempat strategis bisa dile-
lang saja atau HGB di atas
HPL supaya ada pertum-
buhan di kawasan itu,”
ujarnya. (ang)
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